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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Disparitas penjatuhan pidana ini sangat dipengaruhi oleh kebebasan 

hakim dalam memutus suatu perkara, karena tidak adanya pedoman 

pemidanaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Disparitas 

penjatuhan pidana ini menimbulkan akibat-akibat yaitu adanya 

penjatuhan pidana yang berat dan ringan. Dengan memperhatikan 

adanya disparitas penjatuhan pidana ini, penjatuhan pidana yang berat 

maupun pidana yang ringan ini tidak membuat tujuan dari pemidanaan 

itu tercapai, karena masih merajalelanya tindak pidana narkotika di 

Indonesia sampai saat ini. 

2. Dalam meminimalisir disparitas penjatuhan pidana, maka hal yang 

dapat dilakukan adalah membuat aturan mengenai pedoman 

pemidanaan yang memberikan acuan kepada hakim dalam menjatuhkan 

suatu pemidanaan terhadap terpidana. Pedoman pemidanaan ini memuat 

tentang acuan-acuan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh 

seorang hakim sebelum menjatuhkan suatu hukuman pidana. Pedoman 

pemidanaan yang ada dalam Pasal 55 Rancangan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana menjadi pertimbangan dalam memutus suatu perkara 

agar dapat meminimalisir disparitas penjatuhan pidana. 

 

5.2. Saran 

1. Agar disparitas penjatuhan pidana yang terjadi di Indonesia antara satu 

kasus dengan kasus lainnya tidak terlalu “jauh” penjatuhan pidananya, 

maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa hakim harus lebih obyektif 

dan jujur dalam memutus dan menjatuhkan suatu kasus tindak pidana di 

pengadilan. Jika dikemudian hari sudah ada pedoman pemidanaan, 
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namun pedoman pemidanaan tersebut tidak menghapuskan secara total 

disparitas penjatuhan pidana. Pedoman pemidanaan itu memperkecil 

atau mempersempit disparitas penjatuhan pidana tersebut, dan yang 

perlu diketahui juga, bahwa disparitas penjatuhan pidana ini masih tetap 

ada, karena penjatuhan pidana itu ada di tangan hakim, karena hakim 

memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Hal yang perlu 

diperhatikan dalam memutus suatu perkara adalah pentingnya 

obyektivitas dari hakim itu sendiri. 

2. Hukuman yang diberikan bagi para terpidana sebaiknya adalah 

hukuman dengan tujuan untuk memperbaiki, membina, dan 

memberikan edukasi terpidana dan juga masyarakat Indonesia. 

Hukuman berat hanya diberikan terhadap terpidana yang sudah 

melakukan tindak pidana narkotika khususnya sebagai pengedar sebagai 

konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya secara berulang kali. 

Tujuan pemidanaan yang harus dicapai adalah untuk memperbaiki 

terpidana, tidak untuk membuat nestapa, mengingat ada beberapa faktor 

yang dapat berpengaruh dari pemidanaan tersebut. 
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